
Masnun suaedi 

1 
 

PEMBAHASAN MENELUSUR LEMBAGA NEGARA 
 
I. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para peserta didik sekalian yang budiman. Pada 

kesempatan ini, kita akan bersama-sama menelusuri seluk-beluk lembaga 
negara di Indonesia. Materi ini sangat krusial untuk dipahami secara mendalam, 
terutama bagi Anda yang duduk di bangku Kelas 12 SMA, sebagai bekal menjadi 
warga negara yang cakap dan berdaya dalam menjaga serta mengembangkan 
kehidupan demokrasi bangsa. Pemahaman mengenai lembaga negara bukan 
sekadar hafalan, melainkan sebuah analisis struktural dan fungsional yang akan 
membuka wawasan kita tentang bagaimana negara ini bekerja, siapa yang 
bertanggung jawab atas apa, dan bagaimana kita sebagai rakyat dapat 
berpartisipasi dalam dinamika pemerintahan. Mari kita mulai perjalanan 
intelektual ini dengan penuh semangat. 

 
II. BAGIAN 1: PEMAHAMAN DASAR LEMBAGA NEGARA 
 

A. DEFINISI DAN FUNGSI LEMBAGA NEGARA 
 

Lembaga negara dapat didefinisikan sebagai organisasi atau badan yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang, atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, yang memiliki tugas dan 
wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Keberadaan lembaga 
negara ini adalah pilar utama dalam sistem pemerintahan suatu negara, 
khususnya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. 

 
Fungsi utama lembaga negara meliputi: 
1. Pembentukan dan Penegakan Hukum: Lembaga legislatif bertugas 

membuat undang-undang, sementara lembaga yudikatif bertugas 
menafsirkan dan menegakkan hukum. 

2. Pelayanan Publik: Lembaga eksekutif, melalui kementerian dan dinas, 
menyediakan berbagai layanan dasar bagi masyarakat, mulai dari 
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan. 

3. Pengaturan dan Pengelolaan Negara: Meliputi pengelolaan anggaran 
negara, kebijakan ekonomi, hubungan internasional, pertahanan, dan 
keamanan. 

4. Pengawasan: Lembaga-lembaga tertentu, baik dari cabang legislatif 
maupun lembaga independen, bertugas mengawasi jalannya 
pemerintahan agar tetap akuntabel dan transparan. 

5. Representasi Rakyat: Beberapa lembaga, seperti DPR dan DPD, 
berfungsi sebagai saluran aspirasi rakyat untuk turut serta dalam proses 
pengambilan keputusan negara. 

 
B. PRINSIP TRIAS POLITIKA DI INDONESIA 

 
Konsep Trias Politika, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang 
utama—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—adalah fondasi bagi sistem 
demokrasi modern. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem Trias 
Politika secara murni seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, namun 
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prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan diadopsi dengan modifikasi 
yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem kita, 
terdapat mekanisme "checks and balances" atau saling kontrol dan 
keseimbangan antarlembaga untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan 
penyalahgunaan wewenang. 

 
1. Kekuasaan Eksekutif: Dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden 

beserta kabinetnya. Tugas utamanya adalah melaksanakan undang-
undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. 

2. Kekuasaan Legislatif: Dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). Tugas utamanya adalah membentuk undang-undang. 

3. Kekuasaan Yudikatif: Dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan 
Mahkamah Konstitusi (MK), serta badan-badan peradilan di bawahnya, 
termasuk Komisi Yudisial (KY). Tugas utamanya adalah menegakkan 
hukum dan keadilan. 

 
C. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA 

 
Setiap lembaga negara di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam 
pembentukannya, yang menjamin legitimasi dan kewenangan mereka. 
Sumber utama dasar hukum ini adalah: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945): Merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi payung 
hukum bagi pembentukan dan pengaturan sebagian besar lembaga 
negara. Pasal-pasal dalam UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan 
keberadaan, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga 
kunci. 

2. Undang-Undang (UU): Untuk rincian lebih lanjut mengenai struktur, 
tugas, fungsi, dan tata cara kerja suatu lembaga negara, diatur lebih 
lanjut dalam undang-undang yang spesifik. Contohnya adalah UU 
tentang MPR, DPR, DPD; UU tentang Mahkamah Agung; UU tentang 
Mahkamah Konstitusi; dan seterusnya. 

3. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres): Aturan-
aturan ini biasanya mengatur hal-hal teknis atau implementatif dari 
suatu undang-undang yang berkaitan dengan lembaga negara. 

 
III. BAGIAN 2: LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA UTAMA BERDASARKAN UUD NRI 

TAHUN 1945 
 

A. KEKUASAAN EKSEKUTIF 
 

1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 
Kedudukan: Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala 
pemerintahan. Ia memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 
menurut UUD. Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan 
tugas-tugasnya. 
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2. TUGAS DAN WEWENANG: 
a. Memegang kekuasaan pemerintahan. 
b. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 
c. Menetapkan peraturan pemerintah. 
d. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut, dan Angkatan Udara. 
e. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan 

negara lain atas persetujuan DPR. 
f. Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain. 
g. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 
h. Membentuk kementerian negara. 
i. Menetapkan kebijakan-kebijakan penting negara. 
j. Masa Jabatan dan Pemilihan: Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Mereka dipilih secara 
langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. 

k. Sistem Pemerintahan Presidensial: Indonesia menganut sistem 
presidensial, di mana Presiden bertanggung jawab langsung kepada 
rakyat yang memilihnya, bukan kepada parlemen. 

 
B. KEMENTERIAN NEGARA 

 
1. Kedudukan: Kementerian negara adalah pembantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Setiap kementerian dipimpin 
oleh seorang menteri. 

2. Tugas dan Wewenang: Melaksanakan urusan tertentu dalam 
pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Menteri diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. 

 
C. KEKUASAAN LEGISLATIF 

 
1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) 

a. Kedudukan: MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang 
anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih 
melalui pemilihan umum. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara 
setelah perubahan UUD 1945, namun tetap merupakan lembaga 
tinggi negara. 

b. Tugas dan Wewenang: 
 Mengubah dan menetapkan UUD. 
 Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 
 Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut UUD. 
 Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden 

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya. 
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 Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon 
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilu sebelumnya, jika Presiden dan Wakil Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan. 

 
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) 

a. Kedudukan: DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang 
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPR memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang. 

b. Tugas dan Wewenang: 
 Fungsi Legislasi: Membentuk undang-undang bersama Presiden. 

DPR berhak mengajukan RUU. 
 Fungsi Anggaran: Membahas dan memberikan persetujuan atau 

tidak persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang 
diajukan oleh Presiden. 

 Fungsi Pengawasan: Melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan undang-undang dan APBN serta kebijakan 
pemerintah. 

 Hak-Hak DPR: 
 Hak Interpelasi: Hak DPR untuk meminta keterangan kepada 

Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan 
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. 

 Hak Angket: Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap 
pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan Pemerintah 
yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak 
luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 Hak Menyatakan Pendapat: Hak DPR untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan Pemerintah atau mengenai 
kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia 
internasional, atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan 
hak angket. 

 
3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 

a. Kedudukan: DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang 
anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 
DPD mewakili kepentingan daerah. 

b. Tugas dan Wewenang: 
 Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. 
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 Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan hal tersebut di atas. 

 Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

 
D. KEKUASAAN YUDIKATIF 

 
1. MAHKAMAH AGUNG (MA) 

a. Kedudukan: MA merupakan puncak kekuasaan kehakiman dan 
pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan (umum, 
agama, militer, tata usaha negara). 

b. Tugas dan Wewenang: 
 Mengadili pada tingkat kasasi (pemeriksaan terhadap putusan 

pengadilan terakhir dari suatu perkara). 
 Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang (hak uji materiil). 
 Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden mengenai 

grasi dan rehabilitasi. 
 Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. 

 
2. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) 

a. Kedudukan: MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
yang bersifat independen dan berfungsi sebagai pengawal 
konstitusi. 

b. Tugas dan Wewenang: 
 Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (hak uji 

materiil UU terhadap UUD). 
 Memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD. 
 Memutus pembubaran partai politik. 
 Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
 Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut 
UUD. 

 
3. KOMISI YUDISIAL (KY) 

a. Kedudukan: KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. 

b. Tugas dan Wewenang: 
 Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 
 Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. 
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 Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. 
 
IV. BAGIAN 3: LEMBAGA NEGARA LAIN YANG PENTING 
 

Selain lembaga-lembaga utama yang disebutkan dalam UUD 1945 di atas, 
terdapat pula lembaga-lembaga negara lain yang memiliki peran krusial dalam 
penyelenggaraan negara dan pengawasan, antara lain: 

 
A. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) 

1. Kedudukan: BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri 
dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. 

2. Tugas dan Wewenang: Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 
negara. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan 
DPRD. 

 
B. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 

1. Kedudukan: KPK adalah lembaga negara independen yang bertugas 
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2. Tugas dan Wewenang: Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki tugas 
pencegahan dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
negara. 

 
C. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) 

1. Kedudukan: Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang bertugas 
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
mediasi hak asasi manusia. 

2. Tugas dan Wewenang: Melakukan upaya-upaya penegakan HAM di 
Indonesia, termasuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan 
memberikan rekomendasi kepada pemerintah. 

 
D. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN BADAN PENGAWAS PEMILU 

(BAWASLU) 
1. Kedudukan: KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara dan 

pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 
2. Tugas dan Wewenang: 

a. KPU: Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden 
dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

b. Bawaslu: Bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan 
pemilu serta menindak pelanggaran pemilu. 
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E. BANK INDONESIA (BI) 
1. Kedudukan: BI adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki 

status sebagai lembaga negara yang independen. 
2. Tugas dan Wewenang: Mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI memiliki tugas menetapkan 
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 
kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi 
perbankan di Indonesia. 

 
V. BAGIAN 4: DINAMIKA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA 
 

Hubungan antarlembaga negara di Indonesia sangat dinamis, tidak statis, dan 
diwarnai oleh mekanisme saling kontrol dan keseimbangan. 

 
A. SISTEM CHECKS AND BALANCES 

1. Prinsip "checks and balances" memastikan tidak ada satu pun lembaga 
yang memiliki kekuasaan mutlak tanpa pengawasan. Contohnya: 

2. Presiden (Eksekutif) mengajukan RUU, namun harus mendapat 
persetujuan DPR (Legislatif). 

3. DPR (Legislatif) memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan 
pendapat untuk mengawasi kebijakan pemerintah (Eksekutif). 

4. MK (Yudikatif) dapat menguji UU yang dibuat oleh DPR dan Presiden. 
5. DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MPR, namun 

putusan akhirnya berada di tangan MK terkait dugaan pelanggaran 
hukum. 

6. KY mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR untuk 
disetujui, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden. 

 
B. KOLABORASI DAN SINERGI 

Meskipun ada mekanisme kontrol, lembaga-lembaga negara juga wajib 
berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasional. Contohnya dalam penyusunan APBN, DPR dan Presiden harus 
bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Dalam penegakan hukum, Polri, 
Kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran masing-masing yang saling 
terkait. 

 
C. PENTINGNYA INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS 

1. Independensi: Lembaga-lembaga negara tertentu, terutama yudikatif 
(MA, MK, KY) dan lembaga pengawas (BPK, KPK, KPU, BI), harus 
memiliki independensi agar dapat menjalankan tugasnya tanpa 
intervensi politik atau kepentingan. 

2. Akuntabilitas: Setiap lembaga negara wajib mempertanggungjawabkan 
kinerjanya kepada publik dan kepada lembaga pengawas yang 
berwenang, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance). 
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D. PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGAWASAN 
1. Masyarakat sipil, melalui berbagai organisasi non-pemerintah, media 

massa, dan individu, juga berperan penting dalam mengawasi kinerja 
lembaga negara. Partisipasi aktif masyarakat adalah wujud demokrasi 
yang sehat, memastikan pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar 
dan sesuai aspirasi rakyat. 

 
VI. BAGIAN 5: PERSPEKTIF PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING) 
 

Dalam konteks pembelajaran mendalam atau "deep learning", menelusuri 
lembaga negara tidak hanya berarti menghafal nama-nama lembaga beserta 
tugas dan wewenangnya. Lebih dari itu, pembelajaran mendalam mendorong 
kita untuk: 

 
A. MENGAPA PENTING MEMAHAMI LEMBAGA NEGARA SECARA MENDALAM? 

Pemahaman mendalam akan membantu kita untuk: 
1. Menganalisis Sistem: Memahami bagaimana setiap komponen saling 

berinteraksi, pengaruh satu sama lain, dan bagaimana keputusan politik 
dan kebijakan dihasilkan. 

2. Mengidentifikasi Masalah: Mengetahui akar masalah ketika suatu 
kebijakan tidak efektif atau terjadi penyalahgunaan wewenang. 

3. Memprediksi Dampak: Mengantisipasi efek dari perubahan kebijakan 
atau pergantian kepemimpinan pada fungsi lembaga dan kehidupan 
masyarakat. 

4. Mengembangkan Pemikiran Kritis: Tidak menerima begitu saja 
informasi, melainkan menguji keabsahan dan relevansinya, serta 
membentuk pandangan yang berdasarkan data dan analisis. 

 
B. KETERKAITAN DENGAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI DAN PEMBANGUNAN 

BANGSA 
1. Setiap keputusan yang dibuat oleh lembaga negara, mulai dari harga 

bahan bakar, kurikulum pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur, 
secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kehidupan 
kita. Memahami lembaga negara berarti memahami siapa yang 
membuat keputusan-keputusan itu dan bagaimana kita dapat 
menyalurkan aspirasi. Ini adalah fondasi bagi partisipasi aktif dalam 
pembangunan bangsa. 

 
2. ANALISIS KRITIS TERHADAP KINERJA LEMBAGA NEGARA 

a. Pembelajaran mendalam mendorong kita untuk tidak hanya 
mengenal, tetapi juga mengevaluasi kinerja lembaga negara. 
Misalnya, kita dapat menganalisis: 

b. Apakah fungsi legislasi DPR sudah optimal dalam menghasilkan UU 
yang berkualitas dan berpihak pada rakyat? 

c. Apakah lembaga eksekutif (Pemerintah) sudah efektif dan efisien 
dalam menjalankan program-program pembangunan? 

d. Apakah lembaga yudikatif (MA, MK) sudah menjamin keadilan dan 
independensi peradilan? 
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e. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga ini 
dalam penggunaan anggaran negara? 

f. Analisis semacam ini melibatkan kemampuan menghubungkan teori 
dengan praktik, mengevaluasi bukti, dan merumuskan argumen 
yang logis. 

 
VII. PERAN AKTIF WARGA NEGARA DALAM PENGAWASAN DAN PARTISIPASI 

 
Dengan pemahaman mendalam, kita sebagai warga negara tidak hanya menjadi 
objek kebijakan, melainkan subjek yang aktif. Kita dapat: 
A. Terlibat dalam diskusi publik dan memberikan masukan terhadap RUU. 
B. Mengawasi penggunaan anggaran negara melalui informasi publik. 
C. Menyuarakan aspirasi melalui jalur yang konstitusional, seperti petisi, 

demonstrasi damai, atau media sosial yang konstruktif. 
D. Memilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki visi yang jelas dalam 

setiap pemilihan umum. 
 
VIII. KESIMPULAN 
 

Menelusuri lembaga negara adalah sebuah perjalanan edukatif yang esensial. 
Ini bukan sekadar mata pelajaran, melainkan bekal fundamental bagi setiap 
warga negara Republik Indonesia. Dengan memahami struktur, fungsi, dan 
dinamika antarlembaga negara, kita diharapkan mampu menjadi warga negara 
yang cerdas, kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam 
ini akan mengokohkan komitmen kita terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
dasar berbangsa dan bernegara, serta membekali kita untuk turut serta aktif 
dalam menjaga dan membangun demokrasi yang sehat, adil, dan sejahtera di 
Indonesia. Mari kita terus belajar, berdiskusi, dan berkontribusi demi masa 
depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih. 

 


